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Riverbank buffer zones play an important ecological role as water flow regulators, erosion
controllers, and habitats for biodiversity. However, land cover changes that are
inconsistent with the Regional Spatial Plan (RTRW) have triggered the degradation of
ecological functions in these areas. This study aims to analyze land-use patterns, evaluate
inconsistencies with the RTRW, and identify ecological impacts in the riverbank area of
Kota Kefamenanu District. The research was conducted from January to July 2025 using
spatial and qualitative approaches through satellite imagery analysis, RTRW map
overlays, field observations, in-depth interviews, and document reviews. The findings show
an increase in forest area from 46.2 hectares (10.82%) in 2008 to 176.4 hectares (41.32%)
in 2024, alongside a decrease in dryland agriculture from 266.51 hectares to 126.24
hectares. Nevertheless, land-use inconsistencies with the RTRW remain in 58.68% of the
riverbank area, leading to sedimentation, riverbank erosion, reduced water bodies, habitat
fragmentation, and biodiversity loss. Key policy implementation challenges include limited
socialization, weak law enforcement, and suboptimal monitoring and community
participation.
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ABSTRAK
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Kawasan sempadan sungai memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyangga aliran air,
pengendali erosi, serta habitat keanekaragaman hayati. Namun, perubahan tutupan lahan
yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memicu degradasi fungsi
kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola tutupan lahan, mengevaluasi
ketidaksesuaian dengan RTRW, dan mengidentifikasi dampak ekologis di sempadan
sungai Kecamatan Kota Kefamenanu. Penelitian dilakukan pada Januari—Juli 2025 dengan
pendekatan spasial dan kualitatif melalui analisis citra satelit, overlay peta RTRW,
observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan
peningkatan luas hutan dari 46,2 hektare (10,82%) pada 2008 menjadi 176,4 hektare
(41,32%) pada 2024, serta penurunan lahan pertanian kering dari 266,51 hektare menjadi
126,24 hektare. Meski demikian, ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan RTRW masih
terjadi pada 58,68% wilayah, berdampak pada sedimentasi, erosi, berkurangnya badan air,
fragmentasi habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati, dengan hambatan utama pada
aspek sosialisasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.
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1. Pendahuluan

Kawasan sempadan sungai
memiliki peran strategis dalam menjaga
keseimbangan ekosistem dan mendukung
keberlanjutan lingkungan. Kawasan ini
berfungsi sebagai zona penyangga yang
mampu mengendalikan erosi, mengatur
siklus  hidrologi, serta menyediakan
habitat bagi berbagai jenis flora dan
fauna (Ramadhanty et al., 2019). Selain
itu, sempadan sungai juga memiliki peran
strategis dalam menjaga keseimbangan
ekosistem perairan dan daratan, terutama
dalam menghadapi perubahan iklim dan
degradasi lingkungan akibat aktivitas
manusia (Widiyanto & Hani, 2018).
Namun, dalam beberapa dekade terakhir,
tutupan lahan di kawasan sempadan
sungai sering kali tidak sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
konversi lahan sempadan sungai menjadi
lahan permukiman, pertanian, dan
industri mengakibatkan gangguan
terhadap fungsi ekologisnya (Ilham &
Suheri, 2020). Penelitian yang dilakukan
di sempadan Sungai Krueng Lamnyong,
Aceh, menunjukkan bahwa sekitar
31,87% dari total luas sempadan sungai
digunakan untuk aktivitas yang tidak
sesuai dengan peruntukannya, seperti
pembangunan ruang terbangun dan
kebun, yang berdampak pada
meningkatnya risiko erosi dan degradasi
lingkungan (Dahlan et al., 2021). Hasil
kajian kawasan sempadan Sungai Sario di
Kota Manado menunjukkan dominasi
penggunaan lahan terbangun yang tidak
sesuai dengan ketentuan sempadan
sungai, sehingga berimplikasi pada
penurunan fungsi ekologis kawasan
riparian (Amelia & Dwisaraswati, 2019).
Alih  fungsi lahan sempadan sungai
menjadi  kawasan terbangun  dapat
menggeser vegetasi alami dan
memengaruhi  fungsi ekologis zona
riparian, termasuk pengaturan hidrologi
dan pemeliharaan keanekaragaman hayati
(Budiono et al., 2017; Lind et al., 2019).

Kurangnya kesadaran akan pentingnya

perencanaan tata ruang yang
berkelanjutan  memperburuk  kondisi
sempadan sungai, yang dapat

menimbulkan dampak jangka panjang
terhadap lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat sekitar (Nugroho et al,
2021).

Dampak negatif dari
ketidaksesuaian  tutupan  lahan  di
sempadan sungai bersifat
multidimensional, = mencakup  aspek

ekologis, hidrologis, dan sosial-ekonomi.
Salah satu dampak utama adalah
meningkatnya  erosi  tanah  yang
menyebabkan sedimentasi sungai dan
mengurangi kapasitas tampungan air
(Sura et al., 2023). Selain itu,
ketidaksesuaian tata ruang meningkatkan
risiko bencana alam seperti banjir dan
longsor. Studi di kawasan Sungai
Brantas, Malang, menemukan bahwa
perubahan tata guna lahan yang tidak
terkendali menyebabkan meningkatnya
frekuensi kejadian longsor dan banjir di
wilayah sempadan sungai (Turnip et al.,
2022). Hilangnya vegetasi alami di
sempadan sungai juga menyebabkan
degradasi habitat yang berdampak pada
penurunan  keanekaragaman  hayati
(Ramadhanty et al., 2019). Pendekatan
berbasis ekologi dalam perencanaan tata
ruang dapat mengurangi dampak negatif
dari perubahan tutupan lahan yang tidak
terkendali (Perkasa et al., 2022). Selain
itu, penerapan sistem informasi geografis
(SIG) telah terbukti meningkatkan
akurasi pemetaan dan pemantauan
perubahan tutupan lahan, sehingga
kebijakan yang diambil lebih tepat
sasaran dan berbasis data (Nugroho et al.,
2021).

Pemahaman terhadap pola
perubahan tutupan lahan serta
dampaknya terhadap ekosistem sempadan
sungai menjadi dasar penelitian ini dalam
memberikan masukan kepada pemerintah
dan pemangku kepentingan untuk
merancang kebijakan tata ruang yang
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lebih adaptif dan responsif. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi dalam  upaya  konservasi
kawasan sempadan sungai serta mitigasi
risiko lingkungan yang ditimbulkan
akibat tutupan lahan yang tidak sesuai
dengan RTRW.

Kecamatan Kota  Kefamenanu
dipilih sebagai lokasi penelitian karena
berfungsi sebagai pusat pertumbuhan
wilayah di Kabupaten Timor Tengah
Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara
Timur, yang mengalami peningkatan
tekanan pemanfaatan ruang seiring
dengan pesatnya perkembangan kawasan
perkotaan. Wilayah ini dilalui oleh
beberapa sungai yang memiliki peran
strategis sebagai sistem drainase alami
dan penyangga ekologis kawasan
perkotaan. Berdasarkan hasil pengamatan
dan observasi awal di lapangan, kawasan
sempadan sungai di wilayah tersebut
menunjukkan permasalahan serius berupa
ketidaksesuaian ~ penggunaan  lahan.
Konversi lahan secara intensif untuk
permukiman, kegiatan ekonomi
perkotaan, dan pertanian teridentifikasi
telah meningkatkan laju erosi,
sedimentasi, serta risiko banjir. Temuan
awal tersebut mengindikasikan lemahnya
implementasi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), khususnya dalam
pengendalian pemanfaatan ruang pada
kawasan lindung sempadan sungai. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab
ketidaksesuaian tata ruang, menganalisis
dampak ekologis yang ditimbulkan, serta
merumuskan strategi mitigasi yang tepat
guna menjaga keseimbangan ekosistem
sempadan sungai di Kecamatan Kota
Kefamenanu. Rekomendasi kebijakan
berbasis data dan pemantauan lapangan
diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas sistem pengelolaan lingkungan
di wilayah tersebut.

(Binsasi, Y., Kadha, F., Seran, P.L., Binsasi, R. & Bani, P.W)

2. Bahan dan Metode

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Januari — Juli 2025 di kawasan
sempadan sungai Kecamatan Kota
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.2. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi
tiga teknik, yakni wawancara, observasi,
dan studi dokumen. Berikut penjelasan
dari ketiga teknik tersebut yaitu:

a) Wawancara

Wawancara  dilakukan  dengan
masyarakat yang  bermukim  atau
beraktivitas di kawasan sempadan sungai.
Sampel ditentukan menggunakan teknik
purposive sampling, dengan Kkriteria
masyarakat yang melakukan aktivitas
langsung di kawasan sempadan sungai,
seperti bertani, berkebun, atau kegiatan
lainnya yang berdampak terhadap
penggunaan lahan. Selain itu, responden
juga diambil dari pihak pemerintah
terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang. Jumlah sampel dalam
penelitian ini sebanyak lima puluh
responden. Teknik wawancara ini
bertujuan untuk memperoleh informasi
tentang aktivitas penggunaan lahan dan
dampaknya terhadap fungsi ekologis
daerah tersebut.
b) Pengamatan (observation)

Observasi  lapangan  dilakukan
untuk  mengidentifikasi ~ perubahan
penggunaan  lahan  dan  dampak

ekologisnya pada kawasan sempadan
sungai dengan fokus pada tingkat erosi,
sedimentasi, dan kondisi vegetasi riparian.
Erosi dan sedimentasi diidentifikasi
secara visual berdasarkan indikasi
pengikisan tebing, penumpukan sedimen,
serta jejak aliran permukaan, sementara
kondisi vegetasi dinilai berdasarkan
tingkat gangguan dan kerusakan vegetasi
di sepanjang sempadan sungai.
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Gambar (F i’gure) 1. Peta Lokasi Penelitian (ReSéarch location map)

¢) Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan
mengumpulkan data dari sumber-sumber
resmi seperti peta RTRW, Rupa Bumi
Indonesia, dan citra satelit untuk analisis
tutupan lahan.

2.3. Analisis Data

Analisis tutupan lahan dilakukan
secara spasial dengan metode interpretasi
citra satelit. Langkah-langkah analisis
meliputi:

a) Koreksi dan pemotongan data citra
Citra Google Earth Pro tahun 2008
dan 2024 dimanfaatkan  untuk
menganalisis perubahan penggunaan
lahan karena kedua citra tersebut
merepresentasikan kondisi awal dan
kondisi terkini pemanfaatan ruang
dalam periode penerapan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW).

b) Interpretasi visual (Digitize on screen)
1. Identifikasi objek dilakukan

melalui interpretasi visual citra
menggunakan  perangkat lunak
ArcGIS 10.8 dengan
mempertimbangkan  unsur-unsur
interpretasi citra, meliputi bentuk,
ukuran, pola, rona, dan warna,
untuk membedakan kelas
penggunaan lahan pada kawasan
sempadan sungai.

2. Klasifikasi tutupan lahan dilakukan
untuk menghasilkan peta tutupan
lahan terbaru di sempadan sungai
Kecamatan Kota Kefamenanu.

c) Kesesuaian RTRW dengan tutupan

lahan

1. Kesesuaian tutupan lahan dianalisis
dengan  membandingkan  peta
tutupan lahan hasil interpretasi citra
dengan peta RTRW yang berlaku.

2. Teknik overlay digunakan untuk
mengidentifikasi  ketidaksesuaian
antara tutupan lahan kondisi saat ini
dengan peruntukan dalam RTRW.
Hasil analisis ini akan digunakan
untuk memberikan rekomendasi
kebijakan terkait tata guna lahan di
daerah penelitian.

d) Analisis kualitatif

Data hasil wawancara dianalisis secara
kualitatif menggunakan model analisis
interaktif (Huberman et al., 2014)
yang mencakup tiga tahapan utama,
yaitu: (1) reduksi data melalui proses
pemilahan, peringkasan, dan
pengelompokan  informasi  yang
relevan dengan tujuan penelitian; (2)
penyajian data dalam bentuk uraian
naratif dan tabel deskriptif untuk
mengidentifikasi pola pemanfaatan
lahan; serta (3) penarikan kesimpulan
melalui interpretasi terhadap
kecenderungan pemanfaatan lahan dan
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implikasinya terhadap fungsi ekologis
kawasan sempadan sungai.

3. Hasil dan Pembahasan

Pola Tutupan Lahan di Kawasan
Sempadan Sungai Kecamatan Kota
Kefamenanu

Sempadan  sungai = merupakan
kawasan lindung yang berfungsi secara
ekologis untuk menjaga stabilitas aliran
air, mengurangi erosi, dan mendukung
keanekaragaman hayati perairan.
Berdasarkan ~ Peraturan =~ Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2011 tentang Sungai, sempadan sungai
merupakan kawasan di kiri dan kanan
palung sungai yang berfungsi sebagai
ruang penyangga antara ekosistem sungai
dan daratan, guna menjaga agar fungsi
sungai dan aktivitas manusia tidak saling
mengganggu. Perubahan tutupan lahan
dari hutan menjadi lahan pertanian di
daerah riparian telah menyebabkan
penurunan fungsi ekologis, termasuk
peningkatan erosi tebing dan gangguan
terhadap keberlanjutan organisme akuatik
(Siahaan et al., 2020).

Analisis perubahan tutupan lahan di
Kecamatan Kota Kefamenanu pada tahun
2008 dan 2024 menunjukkan adanya

(Binsasi, Y., Kadha, F., Seran, P.L., Binsasi, R. & Bani, P.W)

dinamika tutupan lahan yang cukup
signifikan, khususnya di  wilayah
sempadan sungai (Tabel 1). Data yang
dianalisis menunjukkan bahwa luas
kawasan hutan meningkat dari 46,2
hektare (10,82%) pada tahun 2008
menjadi 176,4 hektare (41,32%) pada
tahun 2024. Sebaliknya, luas lahan
pertanian kering menurun dari 266,51
hektare (62,43%) menjadi 126,24 hektare
(29,57%) pada periode yang sama.

Peningkatan luasan tutupan hutan
di kawasan sempadan sungai dapat
dimaknai sebagai respons positif terhadap
kebutuhan restorasi ekosistem dan upaya
rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi
kawasan sempadan sungai dan daerah
tangkapan air dinilai penting untuk
mengurangi  kerusakan  lingkungan,
menekan risiko erosi dan banjir, serta
memperkuat perlindungan sumber daya
lahan secara ekologis (Surtiani & Budiati,
2015). Penurunan luas lahan pertanian
mengindikasikan berkurangnya tekanan
langsung terhadap kawasan sempadan
sungai. Faktor penyebab penurunan
tersebut dapat beragam, mulai dari
penurunan produktivitas lahan, migrasi
penduduk, hingga intervensi kebijakan
tata ruang.

Tabel (7able) 1. Perubahan tutupan lahan di kawasan sempadan sungai pada tahun 2008
dan 2024 (Land cover changes in river border areas in 2008 and 2024)

Tahun (Year) 2008 Tahun (Year) 2024
Penutupan Lahan (Land cover) Luas (Area) % Luas (4rea) %
(Ha) (Ha)
Hutan (Forest) 46,20 10,82 % 176,4 41,32 %
Semak belukar (Shrubland) 19,30 4,52 % 30,58 7,16 %
Pertanian lahan kering (Dryland 266,51 62,43 % 126,24 29,57 %
agriculture)
Sawah (Paddy field) 23,78 5,57 % 19,77 4,63 %
Permukiman/Lahan terbangun 9,26 2,17 % 23,61 5,53 %
(Settlement/Built-up land)
Badan air (Water body) 61,83 14,48 % 50,28 11,78 %
Total 426,88 100 % 426,88 100 %

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis
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Gambar (Figure) 2. Peta tutupan lahan di wilayah studi pada tahun 2008 (Land cover map

in the study area in 2008)
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Gambar (Figure) 3. Peta tutupan lahan di wilayah studi pada tahun 2024 (Land cover map

in the study area in 2024)

Kategori tutupan lahan lainnya
menunjukkan dinamika yang perlu
diwaspadai. Luas permukiman atau lahan
terbangun meningkat dari 9,26 hektare
(2,17%) menjadi 23,61 hektare (5,53%).
Kondisi ini mencerminkan intensifikasi
pembangunan di wilayah sempadan
sungai yang berpotensi merusak fungsi
perlindungan kawasan tersebut. Fatiawan
et al. (2024) menyatakan bahwa
perluasan lahan terbangun ke dalam
wilayah Daerah Aliran Sungai, termasuk
kawasan sempadan sungai, berkontribusi

terhadap peningkatan risiko banjir dan
erosi akibat berkurangnya lahan resapan
air. Selain itu, alih fungsi lahan vegetasi
alami  menjadi  permukiman  dan
infrastruktur menyebabkan terganggunya
fungsi ekologis kawasan, termasuk
potensi degradasi habitat alami (Syahrul
et al., 2023).

Tutupan lahan berupa semak
belukar mengalami peningkatan dari 19,3
hektare (4,52%) pada tahun 2008 menjadi
30,58 hektare (7,16%) pada tahun 2024.
Perubahan ini dapat diinterpretasikan
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sebagai bentuk transisi lahan, yang
sebelumnya merupakan lahan pertanian
dari proses regenerasi alami yang belum
mencapai tahap hutan sekunder. Talakua
(2019) menyatakan bahwa semak belukar
merupakan bentuk tutupan lahan yang
terbentuk akibat konversi hutan, kawasan
ini memiliki tingkat degradasi tanah yang
sangat tinggi akibat rendahnya kerapatan
vegetasi atas dan bawah, sehingga tidak
efektif dalam mengendalikan laju erosi.
Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk
menilai potensi rehabilitasi kawasan
semak belukar agar dapat dikembangkan
menjadi ekosistem hutan yang lebih stabil
secara ekologis.

Luas badan air menunjukkan
penurunan dari 61,83 hektare (14,48%)
menjadi 50,28  hektare  (11,78%).
Penurunan ini diduga akibat proses
sedimentasi, penyempitan alur sungai,
atau konversi sebagian lahan basah

menjadi lahan pertanian dan permukiman.

Ketidakseimbangan antara pemanfaatan
dan ketersediaan air telah menyebabkan
penurunan kualitas dan kuantitas air yang
tersedia  bagi  masyarakat, serta
meningkatkan tekanan terhadap sumber
daya air (Desti & Ula, 2021). Kondisi ini
menjadi indikasi bahwa fungsi hidrologis
kawasan sempadan sungai sedang
mengalami degradasi.

Pola tutupan lahan di Kecamatan
Kota Kefamenanu menunjukkan
transformasi spasial yang perlu dikaji
secara  mendalam  dalam  konteks
pengelolaan ~ sumber  daya  alam
berkelanjutan. Perubahan signifikan dari
lahan pertanian menjadi kawasan hutan
mencerminkan arah yang relatif positif
dari  perspektif  konservasi.  Tren
peningkatan kawasan permukiman serta
penurunan luas badan air perlu menjadi
perhatian utama dalam perumusan
kebijakan tata ruang di tingkat daerah.
Shukla et al. (2014) menyatakan bahwa
perubahan tutupan lahan yang tidak

(Binsasi, Y., Kadha, F., Seran, P.L., Binsasi, R. & Bani, P.W)

terkontrol akibat urbanisasi di kawasan
daerah aliran sungai dapat menyebabkan
ketidakseimbangan antara kebutuhan
pembangunan dan upaya pelestarian
lingkungan,  seperti  terlihat pada
penurunan luas hutan dan peningkatan
lahan terbangun yang berujung pada
degradasi ekologis.

Pola tutupan lahan tidak hanya
dipengaruhi oleh kebijakan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), melainkan juga
sangat ditentukan oleh faktor sosial dan
ekonomi masyarakat setempat.
Masyarakat yang menggantungkan mata
pencahariannya pada kegiatan pertanian
dan  pengolahan lahan cenderung
membuka kawasan sempadan sungai
untuk meningkatkan akses terhadap lahan
produktif. Praktik tersebut, tanpa adanya
penyuluhan dan pengawasan yang
memadai, dapat mempercepat degradasi
lingkungan.  Pendekatan  partisipatif
dalam pengelolaan dan rehabilitasi lahan
sangat penting guna memastikan bahwa
upaya konservasi lingkungan, termasuk
dalam konteks kawasan sempadan sungai,
dapat berlangsung secara berkelanjutan
(Purwanti et al., 2022).

Peningkatan luasan tutupan hutan
di kawasan sempadan sungai dapat
dimaknai sebagai respons positif terhadap
kebutuhan restorasi ekosistem dan upaya
rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi
kawasan sempadan sungai dan daerah
tangkapan air dinilai penting untuk
mengurangi  kerusakan  lingkungan,
menekan risiko erosi dan banjir, serta
memperkuat perlindungan sumber daya
lahan secara ekologis (Surtiani & Budiati,
2015). Penurunan luas lahan pertanian
mengindikasikan berkurangnya tekanan
langsung terhadap kawasan sempadan
sungai. Faktor penyebab penurunan
tersebut dapat beragam, mulai dari
penurunan produktivitas lahan, migrasi
penduduk, hingga intervensi kebijakan
tata ruang.
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Tabel (Table) 2. Pola perubahan tutupan lahan di kawasan sempadan sungai tahun 2008
dan 2024 (Land cover changes patterns in river border areas in 2008 and

2024)

Tutupan lahan (Land Cover)

Pola Perubahan (Change Pattern)

Tahun (Year) 2008 Tahun (Year) 2024
Pertanian lahan kering Hutan (Forest) Peningkatan secara substansial
(Dryland agriculture) (Substantial increase)
Pertanian lahan kering Semak belukar (Shrubland) Peningkatan (Increase)
(Dryland agriculture)
Pertanian lahan kering Permukiman/lahan terbangun Peningkatan bersifat lokal dan
(Dryland agriculture) (Settlement/Built-up land) terfragmentasi (Local and fragmented

Semak belukar (Shrubland) Hutan

Hutan (Forest) Permukiman/lahan terbangun
(Settlement/Built-up land)
Sawah (Paddy field) Semak belukar/permukiman

(Settlement/Built-up land)

increase)
Peningkatan (Increase)

Perubahan sangat terbatas (Very limited
change)

Perubahan terbatas dan bersifat lokal
(Limited and localized change)

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis

Perkembangan permukiman dan
lahan terbangun teridentifikasi secara
lokal dan terfragmentasi, terutama berasal
dari konversi pertanian lahan kering dan
sebagian kecil tutupan hutan. Keberadaan
lahan terbangun pada kawasan sempadan
sungai yang seharusnya berfungsi sebagai
zona lindung menegaskan lemahnya
pengendalian pemanfaatan ruang serta
rendahnya tingkat kepatuhan terhadap
RTRW. Secara keseluruhan, perubahan
tutupan  lahan  sempadan  sungai
mencerminkan dua kecenderungan yang
kontras, yaitu proses pemulihan vegetasi
yang berpotensi mendukung fungsi
ekologis kawasan riparian dan tekanan
pembangunan lokal yang tidak selaras
dengan kebijakan tata ruang serta
berpotensi mengancam keberlanjutan
fungsi ekologis sempadan sungai apabila
tidak dikelola secara konsisten dan
berkelanjutan.

Evaluasi Tingkat Ketidaksesuaian
Tutupan Lahan terhadap RTRW di
Kawasan Sempadan Sungai
Kecamatan Kota Kefamenanu

Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) merupakan instrumen hukum
dan perencanaan spasial yang sangat
penting dalam pengelolaan sumber daya
alam, termasuk dalam konteks

perlindungan kawasan sempadan sungai.
Kebijakan tata ruang nasional
mengategorikan  kawasan  sempadan
sungai sebagai kawasan lindung yang
memiliki  fungsi  strategis  dalam
konservasi  tanah dan air  serta
perlindungan keanekaragaman hayati
(Kementerian ATR/BPN, 2017). Evaluasi
terhadap kesesuaian antara tutupan lahan
dan peruntukannya dalam RTRW menjadi
sangat penting untuk mengetahui sejauh
mana pemanfaatan ruang di lapangan

mendukung tujuan perlindungan
lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.

Kawasan sempadan sungai di
Kecamatan Kota Kefamenanu mengalami
dinamika tutupan lahan yang cukup
signifikan sepanjang periode 2008 hingga
2024 (Tabel 3). Hasil interpretasi data
spasial dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa dari total luas kawasan sempadan
sungai sebesar 426,88 hektare, pada
tahun 2008 hanya sekitar 46,2 hektare
(10,82%) yang sesuai dengan RTRW,
yaitu berupa lahan berhutan. Sisa
kawasan seluas 380,68 hektare (89,18%)
dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas
yang tidak sesuai peruntukannya, seperti
pertanian lahan kering, sawah, semak
belukar, dan permukiman.
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Tabel (7able) 3. Analisis ketidaksesuaian tutupan lahan (Land cover mismatch analysis)

Tahun (Year) 2008 Tahun (Year) 2024 Kesesuaian dengan
Penutupan Lahan (Year) (Year) RTRW (Conformity with
(Land Cover) Luas (Area) (Ha) (Area) Luas (Ha) RTRW)

Hutan (Forest) 46,2 176,4 Sesuai (Compliant)

Semak belukar 19,3 30,58 Tidak sesuai (Non-

(Shrubland) compliant)

Pertanian lahan kering 266,51 126,24 Tidak sesuai (Non-

(Dryland agriculture) compliant)

Sawah (Paddy field) 23,78 19,77 Tidak sesuai (Non-
compliant)

Permukiman/Lahan 9,26 23,61 Tidak sesuai (Non-

terbangun compliant)

(Settlement/Built-up

land)

Badan Air (Water body) 61,83 50,28 Tidak diklasifikasi sebagai
hutan (Not classified as
forest)

Total (Total) 426,88 426,88

Total area tidak sesuai

(Total non-compliant 380,68 250,48

area)

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis

Tingginya tingkat ketidaksesuaian
tutupan lahan pada tahun 2008
mencerminkan lemahnya pengawasan
serta kurang optimalnya penerapan
RTRW di kawasan ini. Ketidaksesuaian
tutupan lahan pada zona sempadan sungai
dapat mengganggu fungsi ekologis
wilayah riparian, seperti pengurangan
limpasan  melalui  infiltrasi  akar,
penyaringan sedimen dan polutan, serta
penyediaan habitat bagi organisme
akuatik dan satwa liar. Berkurangnya
vegetasi alami di area ini juga
mengakibatkan peningkatan erosi tebing,
degradasi kualitas air, dan hilangnya
fungsi ekosistem aliran (Denning &
Schulte, 2024). Alih fungsi lahan menjadi
pertanian  lahan kering merupakan
penyumbang utama ketidaksesuaian,
dengan luas mencapai 266,51 hektare
atau sekitar 62,43%. Kegiatan pertanian
yang dilakukan secara intensif di zona
sempadan tanpa penerapan prinsip
konservasi tanah dan air dapat
menyebabkan erosi, peningkatan
sedimentasi di badan sungai, serta
hilangnya struktur vegetasi penyangga
yang berperan penting dalam menjaga
stabilitas ekosistem riparian.

Pada tahun 2024, kesesuaian
tutupan lahan mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Luas kawasan
yang sesuai dengan RTRW meningkat
menjadi  176,4  hektare  (41,32%),
terutama disebabkan oleh bertambahnya
area berhutan. Fakta ini mengindikasikan
adanya upaya restorasi atau reforestasi di
wilayah tersebut, meskipun belum
sepenuhnya mengatasi  permasalahan
ketidaksesuaian tutupan lahan. Tutupan
lahan yang tidak sesuai masih mencakup
250,48  hektare (58,68%), dengan
pertanian lahan kering tetap menjadi
penyumbang utama, diikuti oleh semak
belukar dan lahan terbangun.

Peningkatan luas permukiman dari
9,26 hektare menjadi 23,61 hektare
mencerminkan adanya tekanan yang
terus-menerus terhadap kawasan lindung.
Fenomena ini kemungkinan besar
berkaitan dengan pertumbuhan penduduk
dan ekspansi fisik wilayah perkotaan
yang mendorong peningkatan kebutuhan
akan lahan permukiman. Perluasan lahan
terbangun di kawasan sempadan sungai
bertentangan dengan prinsip
pembangunan  berkelanjutan,  karena
mengurangi kapasitas ekosistem DAS
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untuk menyerap dan mengatur aliran air.
Konversi tutupan lahan alami menjadi
permukiman atau infrastruktur
mengganggu fungsi ekologis kawasan
riparian, sehingga meningkatkan risiko
bencana hidrometeorologis seperti banjir
dan erosi (Ridwan & Sarjito, 2024).

Ketidaksesuaian  tutupan lahan
dapat dipandang sebagai indikator
lemahnya pengawasan dan penegakan
hukum terhadap pelaksanaan RTRW.
Ketidaksesuaian antara rencana dan
realisasi penggunaan ruang sering kali
terjadi  akibat lemahnya koordinasi
kelembagaan dan rendahnya efektivitas
pengendalian pemanfaatan ruang oleh
pemerintah daerah, sebagaimana terlihat
pada kasus di wilayah megapolitan
Jakarta dan kawasan perkotaan Merauke
(Rahmawati, 2015; Haurissa et al., 2019).
Evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW
tidak seharusnya hanya menitikberatkan
pada aspek teknis dan spasial, tetapi juga
harus mempertimbangkan aspek
kelembagaan serta sosial-politik dalam
implementasi kebijakan tata ruang.

Perbaikan pengelolaan kawasan
sempadan sungai memerlukan sinergi
antarlembaga melalui koordinasi lintas
sektor  antara  pemerintah  daerah,
kementerian teknis terkait, dan
masyarakat lokal, dengan pembagian
peran yang jelas dalam perencanaan,
pengawasan, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali
dokumen RTRW perlu dilakukan berbasis
kondisi biofisik dan ekologis terkini,
terutama dalam penyempurnaan delineasi
kawasan sempadan sungai. Penerapan
kajian dan pemetaan partisipatif bersama
masyarakat  terbukti  efektif dalam
meningkatkan pemahaman batas kawasan
lindung, memperkuat kepatuhan terhadap
RTRW, serta mendorong pemanfaatan
ruang yang selaras dengan keberlanjutan
fungsi  ekologis sempadan  sungai
(Miroslove et al., 2024).

10

Dampak Ekologi Akibat
Ketidaksesuaian  Tutupan  Lahan
terhadap RTRW di Kawasan

Sempadan Sungai Kecamatan Kota
Kefamenanu

Kawasan sempadan sungai
memiliki fungsi ekologis yang sangat
penting, termasuk dalam menstabilkan
tebing sungai, menyaring limpasan
permukaan, mendukung pengisian air
tanah, serta menyediakan habitat yang
kaya keanekaragaman hayati (Singh et al.,
2021; Majumdar & Avishek, 2023). Hasil
analisis terhadap perubahan tutupan lahan
dari  tahun 2008  hingga 2024
menunjukkan bahwa sebagian besar
kawasan ini mengalami alih fungsi yang
tidak sesuai dengan RTRW, sehingga
berdampak langsung terhadap degradasi
ekosistem riparian secara menyeluruh.
Avianti et al. (2023) menunjukkan bahwa
perubahan tutupan lahan berkaitan
dengan status kelestarian habitat yang
dievaluasi melalui kerapatan vegetasi dan
tingkat kerawanan longsor.

Dampak yang paling signifikan dari
alih fungsi tersebut adalah hilangnya
keanekaragaman hayati. Kawasan
sempadan sungai yang sebelumnya
didominasi oleh hutan dan vegetasi alami
telah banyak dikonversi menjadi lahan
pertanian, semak  belukar, serta
permukiman. Perubahan tutupan lahan di
kawasan riparian menyebabkan
fragmentasi habitat yang berdampak pada
penurunan dan potensi hilangnya spesies
flora dan fauna lokal, termasuk tumbuhan
riparian, burung air, amfibi, serta
serangga yang sangat bergantung pada
keberadaan vegetasi sepanjang tepi
sungai (Sulistiyowati et al., 2025; Reid et
al., 2019). Hilangnya pohon-pohon lokal
di kawasan sempadan sungai berpotensi
menurunkan  kualitas  habitat fauna
riparian. Degradasi vegetasi riparian
berdampak pada penurunan keberadaan
burung air dan mamalia kecil akibat
terganggunya fungsi koridor sungai
sebagai habitat dan jalur pergerakan,
yang selanjutnya melemahkan
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konektivitas ~ habitat  penting  bagi
kelangsungan hidup fauna riparian (Li et
al., 2025; Keten et al., 2020).

Fragmentasi habitat flora dan fauna
berdampak signifikan terhadap
konektivitas ekologis antarekosistem.
Kawasan sempadan sungai berfungsi
sebagai  koridor  ekologis yang
memungkinkan pergerakan spesies serta
berlangsungnya berbagai proses ekologis
di antara habitat yang terfragmentasi
(Hilty et al., 2020). Degradasi koridor
tersebut mengakibatkan terganggunya
migrasi spesies, terhambatnya proses
regenerasi  alami  tumbuhan, serta
meningkatnya isolasi genetik pada
populasi satwa liar. Kondisi ini pada
akhirnya meningkatkan risiko kepunahan
lokal, terutama pada spesies dengan
jangkauan habitat sempit atau tingkat
mobilitas rendah. Dampak ekologis
akibat alih fungsi kawasan sempadan
sungai tidak hanya bersifat fisik, tetapi
juga mencakup aspek biologis dan
sistemik, yang tercermin dari
terganggunya interaksi antarkomponen
ekosistem serta proses ekologis yang
menopang keberlanjutan fungsi
lingkungan secara keseluruhan.

Aspek morfologi fisik sungai
menunjukkan adanya perubahan bentuk
alur sungai berdasarkan hasil analisis.
Luas badan air tercatat mengalami
penurunan dari 61,83 hektare pada tahun
2008 menjadi 50,28 hektare pada tahun
2024. Penurunan seluas 11,55 hektare ini
disebabkan oleh dua fenomena ekologis
utama, yaitu sedimentasi serta pelebaran
alur sungai yang tidak terkendali. Hasil
pengamatan di lapangan menunjukkan
bahwa beberapa segmen aliran sungai
mengalami penyempitan akibat
akumulasi sedimen, sedangkan segmen
lainnya mengalami pelebaran akibat
abrasi tebing, terutama pada area yang
kehilangan vegetasi penyangga seperti
pohon-pohon riparian.

Sedimentasi merupakan akibat dari
limpasan sedimen yang berasal dari lahan
pertanian dan kawasan permukiman yang

(Binsasi, Y., Kadha, F., Seran, P.L., Binsasi, R. & Bani, P.W)

tidak menerapkan praktik konservasi
tanah secara efektif. Material tanah yang
tererosi oleh air hujan terbawa masuk ke
badan sungai, sehingga menyebabkan
pendangkalan, penurunan kualitas air,
serta gangguan terhadap aliran hidrologis.
Peningkatan sedimen akibat erosi yang
dipicu oleh perubahan tutupan lahan dan
curah hujan ekstrem dapat menurunkan
kapasitas tampung saluran sungai dan
meningkatkan debit limpasan permukaan,
terutama pada musim hujan. Hal ini
berkontribusi terhadap peningkatan risiko
banjir di wilayah hilir (Gyamfi et al.,
2016; Palmate et al., 2023). Selain itu,
sedimentasi berdampak negatif terhadap
biota akuatik, seperti ikan dan
invertebrata bentik, karena habitat dasar
sungai tempat mereka hidup tertutup oleh
lapisan lumpur dan pasir halus.

Pelebaran sungai di beberapa
segmen terjadi akibat erosi tebing sungai
yang signifikan, terutama di daerah
dengan gangguan aktivitas manusia dan
minimnya perlindungan tepi sungai.
Tanah terbuka di sepanjang tepian sungai
lebih rentan terhadap erosi, sehingga
menyebabkan abrasi dan pergeseran garis
sempadan sungai secara progresif. Dalam
jangka panjang, fenomena ini
menyebabkan hilangnya lahan produktif
dan mengancam permukiman serta
infrastruktur di wilayah terdampak (Tha
etal., 2022).

Longsor teramati di beberapa titik
kawasan sempadan sungai, terutama pada
wilayah berbukit yang sebelumnya
memiliki tutupan hutan. Konversi hutan
alam menjadi lahan pertanian dan
pembangunan infrastruktur menyebabkan
kerusakan struktur tanah, peningkatan
kepadatan massa tanah (bulk density),
serta penurunan porositas dan
kemampuan infiltrasi. Kondisi ini
menyebabkan tanah menjadi rapuh dan
rentan mengalami pergeseran massa saat
terjadi hujan deras (Wasis et al., 2020).
Kejadian longsor tidak hanya merusak
lahan  pertanian milik masyarakat,
melainkan juga memperburuk tingkat

11
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sedimentasi sungai akibat material
longsoran yang langsung masuk ke badan
air. Proses ini membentuk siklus negatif

yang berulang: hilangnya vegetasi
menyebabkan longsor, longsor
meningkatkan sedimentasi, dan

sedimentasi menyebabkan pendangkalan
serta terganggunya aliran sungai. Zaki et
al.  (2025) menunjukkan  bahwa
perbedaan tutupan lahan berkaitan
dengan perbedaan karakteristik fisik
tanah; tutupan hutan tanaman memiliki
kepadatan massa tanah lebih rendah serta
porositas dan kadar air lebih tinggi
dibandingkan lahan yang terdegradasi.
Sebagian ~ besar  permukiman
masyarakat dibangun dalam jarak yang
sangat dekat dengan sempadan sungai,
bahkan di beberapa titik hanya berjarak
kurang dari 3 meter dari tepi aliran.

Kondisi ini secara langsung
meningkatkan  kerentanan  terhadap
bencana  hidrometeorologi, terutama

banjir dan erosi tebing. Selain sebagai
tempat  tinggal, = masyarakat juga
memanfaatkan lahan di sepanjang aliran
sungai untuk bercocok tanam, terutama
dengan sistem pertanian lahan kering.
Tanaman yang umum dibudidayakan
meliputi  jagung, singkong, pisang,
pepaya serta berbagai jenis sayuran
seperti kangkung, sawi putih, terong, dan
bayam. Namun, kegiatan pertanian

tersebut umumnya masih  bersifat
tradisional tanpa penerapan teknik
konservasi  tanah  yang  memadai,

sehingga berpotensi mempercepat laju
erosi dan meningkatkan sedimentasi di
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badan sungai.

RTRW  di
Sungai

Implikasi  Kebijakan
Kawasan Sempadan
Kecamatan Kota Kefamenanu

Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) merupakan instrumen kebijakan
utama dalam pengendalian pemanfaatan
ruang dan perlindungan kawasan lindung,
termasuk kawasan sempadan sungai.
Kawasan ini memiliki fungsi ekologis
strategis sebagai penyangga hidrologis,
pengendali erosi dan banjir, serta
pelindung kualitas ekosistem sungai (Wu
et al., 2023; Liu et al., 2023). Oleh
karena itu, efektivitas implementasi
RTRW menjadi faktor kunci dalam
menjaga keberlanjutan fungsi ekologis
kawasan sempadan sungai, terutama di
wilayah perkotaan yang mengalami
tekanan pemanfaatan lahan yang tinggi.

Hasil  penelitian = menunjukkan
bahwa implementasi RTRW di kawasan
sempadan sungai Kecamatan Kota
Kefamenanu belum berjalan optimal.
Sebanyak 68% responden menyatakan
tidak memahami ketentuan RTRW, 22%
kurang memahami, dan hanya 10% yang
memahami ketentuan tersebut (Tabel 4).
Temuan ini mengindikasikan adanya
kesenjangan informasi yang signifikan
terkait batasan pemanfaatan ruang dan
fungsi lindung kawasan sempadan
sungai, yang berimplikasi langsung pada
lemahnya peran RTRW  sebagai

instrumen  pengendalian pemanfaatan
ruang.

Gambar (Figure) 4. Kondisi longsdr di kawasan se

river boundary areas)

12

I°F i »
mpadan sungai (Landslide conditions in



Dampak Ketidaksesuaian Lahan Terhadap Fungsi Ekologis Sempadan Sungai
(Binsasi, Y., Kadha, F., Seran, P.L., Binsasi, R. & Bani, P.W)

Tabel (Table) 4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap RTRW di kawasan sempadan
sungai (Level of public understanding of RTRW in river boundary areas)

Tingkat Pemahaman (Level of

Jumlah Responden (Number of

Persentase (Percentage) (%)

Understanding) Respondents)

Paham (Understands) 5 10

Kurang paham (Partially 11 22

understands)

Tidak paham (Does not 34 68

understand)

Total (Total) 50 100

Rendahnya tingkat pemahaman proporsi responden yang melakukan

masyarakat terhadap fungsi ekologis tindakan korektif; hanya sekitar 16%
kawasan sempadan sungai berdampak responden  melakukan  penyesuaian
pada pemanfaatan lahan yang tidak sesuai pemanfaatan lahan sesuai ketentuan

peruntukan, seperti aktivitas pertanian,
permukiman, dan pembangunan lainnya
di zona lindung riparian. Budiono et al.
(2017) menyatakan bahwa kawasan
sempadan  sungai  secara  umum
mengalami  konversi fungsi menjadi
kawasan terbangun yang melampaui
peruntukan  perlindungan  ekologis.
Konversi tersebut menurunkan kapasitas
ekologis kawasan sempadan sungai
sebagai  zona  penyangga  akibat
berkurangnya vegetasi riparian, yang
berdampak pada penurunan kualitas air
dan terganggunya fungsi hidrologis
sungai (Kudubun ef al., 2020).
Keterkaitan antara tingkat
pemahaman terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan kepatuhan
masyarakat tercermin dari rendahnya

RTRW sementara 84% belum melakukan
tindakan korektif (Tabel 5). Hal ini
menunjukkan bahwa responden dengan
pemahaman RTRW yang lebih baik
cenderung memiliki tingkat kepatuhan
yang lebih tinggi terhadap aturan tata
ruang, sedangkan pemahaman yang
rendah berkaitan dengan ketidaksesuaian
lahan dengan peruntukan RTRW. Saputro
& Aida (2025) menyatakan bahwa
wilayah dengan tingkat edukasi tata
ruang yang lebih tinggi memiliki tingkat
ketidaksesuaian penggunaan lahan yang
lebih rendah, serta bahwa rendahnya
pemahaman terhadap RTRW
berkontribusi pada rendahnya kepatuhan
masyarakat terhadap aturan pemanfaatan
ruang.

Tabel (7able) 5. Tingkat pemahaman RTRW dengan tindakan korektif masyarakat (Level
of understanding of RTRW with community corrective actions)

. Tidak Melakukan
. Melakukan Tindakan . .
Tingkat Pemahaman (Level . Tindakan Korektif
. Korektif (Took . Total (Total)
of Understanding) . . (Did not Take
Corrective Action) . .
Corrective Action)
Paham (Understands) 4 1 5
Kurang paham (Partially 3 8 11
understands)
Tidak paham (Does not 1 33 34
understand)
Total (Total) 8 42 50
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Selain  faktor sosial, kendala
implementasi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dalam pengelolaan
kawasan sempadan sungai juga berkaitan
erat dengan aspek kelembagaan dan tata
kelola. Meskipun kawasan sempadan
sungai telah ditetapkan sebagai zona
lindung melalui revisi RTRW dan
pengesahan peraturan daerah, ketentuan
tersebut sering kali belum diikuti oleh
penegakan hukum dan pengendalian
pemanfaatan lahan yang konsisten.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya
koordinasi  antarinstansi,  rendahnya
kapasitas pengawasan, serta ketiadaan
mekanisme pemantauan dan evaluasi
yang periodik, partisipatif, dan transparan,
sehingga menghambat efektivitas
kebijakan tata ruang dalam melindungi
fungsi ekologis kawasan sempadan
sungai.

4. Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan adanya
peningkatan luas kawasan hutan dari 46,2
hektare (10,82%) pada tahun 2008
menjadi 176,4 hektare (41,32%) pada
tahun 2024, serta penurunan luas lahan
pertanian lahan kering dari 266,51
hektare menjadi 126,24 hektare. Namun
demikian, ketidaksesuaian pemanfaatan
lahan dengan RTRW masih terjadi pada
58,68% dari total luas wilayah sempadan
sungai, terutama pada lahan terbangun
dan lahan pertanian. Dampak ekologis
yang teridentifikasi antara  lain
peningkatan sedimentasi dan erosi tepian
sungai, berkurangnya luas badan air,
fragmentasi habitat, dan berkurangnya
keanekaragaman  hayati. = Hambatan
implementasi RTRW meliputi lemahnya
sosialisasi dan penegakan hukum oleh
pemerintah daerah, keterbatasan
kapasitas  pengawasan  kelembagaan
teknis, serta rendahnya pemahaman dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kawasan sempadan sungai.
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